SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE
NOMOR : W23-A9/544/K P.00.3/SK/9/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Menimbang

Mengingat

PADAPENGADILAN AGAMA MAUMERE
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE

. Bahwa mengingat adanya Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural

Pengadilan Agama Maumere berdasarkan Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1039/SEK/Kp.I/SK/X11/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang
menyebabkan Susunan Tim Penanganan Benturan Kepentingan
pada Pengadilan Agama Maumere perlu diperbaharui kembali;

. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola manajemen dan organisasi

Pengadilan Agama Maumere yang efektif, efisien dan akuntabel,
serta optimalisas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
maka perlunya di bentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan
di Pengadilan Agama Maumere tahun 2021,

. Bahwa Pegjabat/Pegawa yang ditunjuk dalam Tim Penanganan

Benturan Kepentingan dianggap cakap dan mampu untuk
mel aksanakan tugas dimaksud.

. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

K ehakiman;

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang M ahkamah Agung;
. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan;

. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standard Pelayanan
Pengadilan;



M enetapkan:

PERTAMA :

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

KELIMA

7. Peraturan Komisi Informas Nomor 01 Tahun 2000 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 223/SEK/Kp.I/XI11/2017 tentang Pengangkatan Pejabat
Struktural pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di
Bawahnya;

9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor :
65/PA/SK/X11/2019 tentang Penunjukan Pgabat Kuasa
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja
Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya di seluruh Indonesia;

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI Nomor :
2081.b/DJA/OT.01.3/10/2019%tentang  Pemberlakuan Pedoman
Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE
TENTANG REVISI PENUNJUKAN TIM PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGANPADA PENGADILAN AGAMA
MAUMERE TAHUN 2021;

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere
Nomor : W23-A9/233/KP.00.3/SK/2/2021 tanggal 08 Februari 2021,
Menunjuk kembali Pegabat/Pegawal sebagai Tim Penanganan
Benturan Kepentingan dilingkungan Pengadilan Agama Maumere
Tahun 2021 sebagaimana dalam lampiran | dalam Surat Keputusan
ini;

Tim Penanganan Benturan Kepentingan bertugas melaksanakan
kagian dan memberikan solusi terbaik apabila terjadi benturan
kepentingan dalam pengelolaan organisas dan mangemen di
Pengadilan Agama maumere;

Tim Penanganan Benturan Kepentingan Bertanggungjawab kepada
Ketua Pengadilan Agama Maumere;

Keputusan ini mula berlaku sgak ditetapkan dengan ketentuan
apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagai mana mestinya.



1 tetapkan di : Maumere
da tanggal : 08 September 2021

7, atnah Bao, S.Ag.,M .H.
: IP. 19740301 200604 2 001

Tembusan Kepada Yth.
1. Direktur Jenderal Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. KetuaPengadilan Tinggi AgamaNTT;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsp.



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere
Nomor  : W23-A9/544/KP.00.3/SK/9/2021
Tangga : 08 September 2021

TENTANG

SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PENGADILAN AGAMA MAUMERE

1 2 3 4 5

1. | YUSUF BAHRUDIN. SH.I, WAKIL KETUA TIM ;
19810521 209904 1 007 KETUA

2. | FAUZY ARIZONA, S.Sy. HAKIM SEKRETARIS ;
19880626.201712.1.003

5 | AHMAD MULIADI, SSy. HAKIM ANGGOTA

" | 19921102.201712.1.002 i

MUSTAJIB, SH.I. ]

4| 19631231.199203.1043 PANITERA ANGGOTA
JUFRI ENDO, SH..

> | 19710421.199603.1.002 SEKRETARIS ANGGOTA -

st atnah Bao, S.Ag.,.M .H.
NTP. 19740301 200604 2 001



